
Menimbang

GUBERNUR I,AMPTNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPT'ITG
TTOMOR 13 TAHUN 2021

TEI{TANG

ANGGARAN PEITIDAPATAI{ DAII BELANJA DAERAH
PROVIilSI LAIUPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TT'IIAI{ YAI{G MAHA ESA

GUBERITUR LAMPUilG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2022 disertai penjelasan dan
dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) paling lambat 60 (enam puluh) hari
sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk
memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa Ralcangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Keda pemerintah Daerah
Tahun 2O22 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DpRD pada
tanggal sepuluh bulan November tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seb:gaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah
Provinsi L^ampung Tahun Anggaran 2022.



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambiltan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Ke{a (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2lO, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O5 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 177, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah, dan Informasi l,aporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
18, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6O41);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan Ralryat Daerah
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lO6);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah pusat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l0g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 201 1 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungiawaban Penggunaal Bantuan Keuangan Partai
Politik;

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

24. Peraturan Daerah Provinsi l^ampung Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2021 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah provinsi
[,ampung Nomor Ta]run 2021 (Lembaran Daerah provinsi l,ampung
Tahun 2021 Nomor );

Dengan persetuJuan Bersama

DEWAIT PERWAI(ILAIT RAIffAT DAERAII PROVIilSI LAMPT'NG

Ilan
GT]BERI{TIR I.AMPT'ITG



Menetapkan

MEUUTUSKAJ|:

PERATT'RAI( DAIRAII PROVtrfSI LAMPUITG
A.ITGGARAI{ PEICDAPATAN DAI{ BEI,AITJA
PROVII|SI I,AIPI'ITG TAIIUT AJ{GGARAI{ 2022.

TEI{TANG
DAERAH

Pa:al 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat ddadikan milik daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

3. Penerimaan Daerah adalah uarlg yang masuk ke kas
daerah.

4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun €rnggaran berikutnya.

10. Pinjaman Daerah adatah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
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11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang ya-ng

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan /atau kewajiban Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundangundangan, peqianjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Keda Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perenczrnaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Ke{a Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yalg melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahal
yang menjadi kewenangan daerah.

16. Kepala Daerah adalah Gubernur lagi Daerah provinsi, Bupati bagi daerah
kabupaten, atau Walikota bagi daerah kota.

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

18. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahal daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah. APBD Provinsi t ampung Tahun Anggaran 2022 be{umlah
Rp7.011.699.025.933,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp6.558.085.742.933,OO

b. Belanja Daerah

Surplus/(Defisit)

c. Pembiayaan Daerah

l. Penerimaan

2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Rp7.011.699.O25 933,00

(Rp 453.613.283.000,00)

Rp 644.793.283.000,00

RD 191.180.000.000 ,00

Ro4s3.613.283.000.00
Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00



Paral 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
Rp6. 558.O85. 7 42.9 33,OO yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

direncanakan sebesar

Pa:al 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp3 -447 .849, 1 6 1 .7 1 8,00 yang bersumber atas:
a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

d. Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp2.678.859. f 65.839,O0

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp8.424.5 1O.O38,00

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanal<an sebesar
Rp276.855.820.869,00

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp483.7O9.664.972,OO

Paral 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp3. 090. 97 7. 700.680, 0O yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.062.179. 175.100,00

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b direncanakan sebesar Rp28. 798. 52 5.58O,0O

Palal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp19.258.880.535,00 yang terdiri
atas:
a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 19.258.880.535,00

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar RpO,00

(4) l,ain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar RpO,OO

Panl 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditencanakan sebesar

Rp7.0 1 1,699.025.933,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Operasional;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga;

d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp4. 1 83. 86 2. 528.9 5 1,98 yan g terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan

f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.003.9 I | .962.229,69

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp I . 642. 8 1 0. 689 .836,29

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan
sebesar Rp25.a90.000.000,00

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,0O

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp502.225. 1 f 4.886,00

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f
direncanakan sebesar Rp9.424.762.000,00

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp I . 488. 985. 083.909,00 yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
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c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya;

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp70.000.000,00

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp 184.372.983.799,00

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp296.569.322.17O,OO

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf d direncanakan sebesar Rp975.476.141 .O4O,O0

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp29 .288.9 47.900,00

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) huruf f
direncanakan sebesar Rp3.207.689.OO0,0O

Paral 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp3l .5OO.OOO.OOO,O0 yang terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.

Pasal 11

(l) Anggaran Belaaja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurud d
direncanakan sebesar Rp L3O7.351.413.072,02 yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagr Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1 . 307.3 5 I . 4 I 3.O7 2,O2

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,0O

Pa3&l 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2O22 terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pa.el 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
hurud a direncanakan sebesar Rp644.293.2g3.o00,00 yang terdiri atas:
a. Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman Daerah;
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e. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; dan

f. Penerirnaan Pembiayaan l,ainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sisa l€bih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp75.793.283.000,00

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,0O

(4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar RpO,O0

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp569.000.000.0O0,00

(6) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,0O

(7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar RpO,OO

Pa:al 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
hurud b direncanakan sebesar Rp191.180.O00.0O0,OO yang terdiri atas:
a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan

e. Pengeluaran Pembiayaan l,ainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,0O

(3) Penyertaan Modal Daerah sebageimana dimalsud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rp5O.000.000.0O0,0O

(4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar
Rp141.180.000.000,00

(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,0O

(6) Pengeluaran Pembiayaan l.ainnya sebagaimana dima]sud pada ayat (l)
huruf e direncanakan sebesar RpO,OO

Pa.at 15
(1) Selisih antara Anggaran pendapatan Daerah dengan Anggaran BelanjaDaerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar

(Rpas3.6 1 s.283.o00,00)
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(2) Pembiayaan Netto yang
terhadap Pengeluaran
Rp453.613.283.000,00

merupakan selisih
pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan
direncanakan sebesar

Paral 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran, 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan /atau
c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan

publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyaralat yang

anggar€rnnya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang hrada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bag Pemerintah Daerah dan/atau masyaralat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:
1. L,ampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan ;

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

Diklasifikasi menurut Urusan pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis pendapatan,

Belanja dan pembiayaan 
;
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4. Lampiran IV

5. l,ampiran V

6. Lampiran VI

7. L,ampiran VII

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub

Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

Prioritas Daerah.

Paral 18

8. Lampiran VIII

9. ta.mpiran IX

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Provinsi
l,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2021

GUBERIII'R LIITPUIIG,

ttd

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2021

SEI(RETARIS DAERAII PROVITSI LAHPUNG,

ttd
sesuai aslinya
BIRO HUKUU,

FAHRIZAL DARMINTO I JAILAI{I MH.
Utama Muda

!trP. 1965crc5 l9!r103 1 004
LEUBARAIT DATRAE PROVIrSI L/IUPT'IIG TAEI'r 2021 rOUOR .J3
I{OMOR RTGIATTR PTRATURAT DATRAE PROVITSI LIIUPUITG IT}-25II2O2II

Gubernur menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22 sebagai landasan
operasional pelalsanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ARINAL DJUNAIDI


